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ABSTRAK

: Vania Clianta Putri
: Kompetensi Absolut Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam
Memutus Perkara (Studi Putusan Mahkamah Agung No.
121K/Pid.Sus/2020)
:Xiv + 86 + 40 + 2025
: BUMN, kerugian negara, korupsi

Penelitian pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk
mempelajari ruang lingkup kompetensi absolut peradilan tindak
pidana korupsi dalam memutus perkara berdasarkan studi
Putusan Mahkamah Agung. Indonesia dalam prinsip negara
hukum membentuk badan peradilan khusus guna melindungi
negara dan setiap warganya dari perbuatan yang merugikan,
seperti tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah terkait Bagaimana kepastian hukum
terhadap tindakan korporasi anak perusahaan BUMN yang
merugikan negara terhadap putusan onslag dalam Putusan
Mahkamah Agung No.121k/Pid.Sus/2020? dan Bagaimana
kompetensi absolut peradilan tindak pidana korupsi dalam
memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung no.
121k/Pid.Sus/2020?. Penelitian merupakan penelitian hukum
normatif dengan hasil penelitian (1) Ditemukannya red point
pada pertimbangan hakim dalam putusan karena adanya
dualisme pernyataan hukum mengenai status dan kedudukan
anak perusahaan yang mencerminkan ketidakpastian hukum
mengenai status dan kedudukan anak perusahaan BUMN. (2)
Perkara yang diputus lepas dalam putusan MA yang dalam
pertimbangan hakim mendasar pada Putusan MK No. 01/PHPU-
Pres/XVI1/2019, menjadikan perkara ini bukan merupakan
kompetensi peradilan tindak pidana korupsi karena objek perkara
berupa kerugian tidak termasuk dalam kerugian negara dan
subjek perkara yang diadili berupa anak perusahaan BUMN tidak
memiliki pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada negara
Namun, mendasar pada Putusan MA No. 21P/HUM/2017
perkara ini seharusnya merupakan kompetensi peradilan tindak
pidana korupsi. Anak perusahaan BUMN dianggap sama
kedudukan dan status pertanggungjawabannya dengan BUMN
karena anak perusahaan BUMN merupakan perpanjangan tangan
dari BUMN. Maka, pentingnya regulasi yang mengatur secara
tegas terkait dengan anak perusahaan BUMN yang didirikan
dengan menggunakan APBN agar dapat dipertanggungjawabkan
baik dari sisi keuangan maupun apabila terjadi kerugian.
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ABSTRACT

: Vania Clianta Putri

- Absolute Competence of Corruption Courts in
Deciding Cases (Study of the Supreme Court Decision
No. 121K/Pid.Sus/2020)

:Xiv + 86 + 40 + 2025

: State-owned Enterprises, state losses, corruption

The research in this thesis is motivated by the purpose of studying
the scope of absolute judicial competence in deciding cases
based on the study of Supreme Court Decisions. Indonesia, in the
principle of the rule of law, has established a special judicial
body to protect the state and every citizen from harmful acts, such
as corruption. The problem to be studied in this study is related
to how is the legal certainty against the actions of state-owned
subsidiaries that are detrimental to the state against the onslag
decision in the Supreme Court Decision No. 121k/Pid.Sus/2020?
and What is the absolute competence of the judiciary for
corruption crimes in deciding cases based on Supreme Court
Decision no. 121k/Pid.Sus/20207?. The research is a normative
legal research with the results of the research (1) The discovery
of red points in the judge's consideration in the decision due to
the dualism of legal statements regarding the status and position
of the subsidiary which reflects the legal uncertainty regarding
the status and position of the subsidiary itself. (2) The case that
was decided to be released in the Supreme Court's decision,
which in the judge's consideration was based on the
Constitutional Court Decision No. 01/PHPU-Pres/XVI1/2019,
makes this case not a judicial competence for corruption because
the object of the case in the form of losses is not included in the
state losses and the subject of the case being tried in the form of
a subsidiary of a state-owned enterprise does not have
responsibility for its actions to the state. Basically in the
Supreme Court Decision No. 21P/HUM/2017, this case should
be the judicial competence of the crime of corruption. SOE
subsidiaries are considered to have the same position and
accountability status as SOEs because SOE subsidiaries are an
extension of SOEs. Therefore, the importance of regulations that
strictly regulate SOE subsidiaries established using the State
Budget so that they can be accounted for both in terms of finance
and in the event of losses.
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